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BUPATISANGGAU 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI SANGGAU 
NOMOR 35 TAHUN 2016 

TENTANG 

STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU 
TAHUN ANGGARAN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SANGGAU, 

Menimbang: 

Mengingat : 

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (I) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu diatur standar biaya urnum 
sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan 
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) 
dilingkungan pemerinta.h kabupaten sanggau yang disesuaikan 
dengan kemampuan keuangan daerah; 

b. bahwa untuk kelancaran dan kemudahan dalam melaksanakan 
monitoring dan evaluasi sta.ndar biaya umum secara 
berkelanjutan agar sesuai dengan perkembangan perekonomian 
di daerah dan kemampuan keuangan daerah, maka pengaturan 
mengenai standar biaya umum perlu disusun dan ditetapkan 
setiap tahun anggaran; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Sanggau 
Tahun Anggaran 2017; 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun I 959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun I 953 ten tang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang--Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 
tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5601); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4738); 

11. Peratu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dae rah, sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 
Sanggau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Nomor 6 Tahun 2016; 
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MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM 
PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2017 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat 
APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Sanggau 
yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, 
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

2. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang 
selanjutnya disingkat RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan 
penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program 
dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan scbagai dasar penyusunan 
APBD. 

3. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah 
perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sanggau. 

5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat 
SKPKD, adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD, 
yang juga melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah dan Aset 
Daerah. 

6. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat PKPKD adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya 
mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan 
keuangan daerah. 

7. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Sekretaris Daerah yang 
karcna jabatannya diberi kewenangan dan ditunjuk sebagai koordinator 
pengelolaan keuangan daerah. 

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 
adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai 
tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dan bertindak sebagai Bendaharawan Umum Daerah. 

9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD 
yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah. 

10. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KUASA BUD 
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas bendahara 
umum daerah. 

11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat 
pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas 
pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 
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12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat 
yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna 
anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 

13. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk 
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan uang untuk 

keperluan belanja 
daerah dalam 

rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 

14. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk 
dan 

rangka 
menatausahakan, 

daerah dalam 
menerima, menyimpan, menyetorkan, 
mempertanggungjawabkan uang pendapatan 
pelaksanaan APBD pada SKPD. 

15. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK­ 
SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada 
SKPD. 

16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah 
pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa 
kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 

17. Pejabat Pengadaan Barang / Jasa adalah personil yang ditunjuk oleh 
pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengadaan langsung barang 
/jasa pemerintah. 

18. Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah Panitia / Pejabat yang 
ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil 
pekerjaan alas pengadaan barang / jasa pemerintah. 

19. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 
barang milik dacrah. 

20. Pengurus dan Penyimpan Barang adalah PNS yang ditetapkan oleh Kepala 
Daerah sebagai pengelola barang pada satuan kerja perangkat daerah. 

21. Standar Biaya Umum adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan 
penghitungan kebutuhan dan merupakan batas tertinggi anggaran yang 
digunakan SKPD dalam pelaksanaan APBD. 

22. Widyaswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh 
pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk 

mendidik, mengajar dan/ atau melatih PNS pada Lembaga Pendidikan dan 
Pelatihan (Diklat) pemerintah. 

23. Instruktur adalah orang termasuk PNS yang bertugas / ditugaskan untuk 
mengajarkan sesuatu sekaligus memberikan latihan dan bimbingannya. 

24. Narasumber adalah orang yang memberi (mengetahui secara jelas atau 
menjadi sumber) informasi, memiliki sumber informasi yang akurat dan 
terpercaya, memiliki pengetahuan yang lebih terhadap sesuatu yang 
dibicarakan / didiskusikan sehingga dapat diambil suatu keputusan 
terhadap sesuatu yang sedang didiskusikan. 

25. Fasilitator adalah orang yang memfasilitasi/memandu sebuah pertemuan 
atau kegiatan baik diskusi, workshop, lokakarya dan pelatihan. 

26. Moderator adalah seseorang yang memimpin, memandu suatu kegiatan 
diskusi, debat, seminar, ceramah atau rembuk. 
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27. Mentor adalah atasan Iangsung atau pegawai lainnya yang clitunjuk oleh 
pejabat instansi pesertascbagai mentor yang memiliki kompetensi dalam 
memberikan dukungan, bimbingan dan masukan/arahan kepada peserta 
untuk melaksanakan tahap pembelajaran aktualisasi. 

28. Coach adalah Widyaswara / Pegawai lainnya pada lembaga penyelenggara 
diklat yang memiliki kompetensi dalam menggali potensi peserta untuk 
melaksanakan tahap pembelajaran aktualisasi. 

29. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya clisingkat PNS adalah warga negara 
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai 
Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian 
untuk menduduki jabatan pemerint.ahan. 

30. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya clisingkat 
PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, 
yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu 
dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal2 

Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi SKPD 
untuk menyusun biaya kegiatan dalam RKA-SKPD di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Sanggau. 

Pasal 3 

Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah agar proses penyusunan biaya 
kegiatan dalam RKA-SKPD oleh SKPD dapat dilaksanakan dengan tertib, 
transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

BAB III 
RUANG LINGKUP 

Pasal 4 

(1) Ruang lingkup standar biaya umum yang diatur dalam peraturan ini 

meliputi: 
a. Standar biaya umum belanja Honorarium PNS; 
b. Standar biaya umum belanja pemeliharaan; 
c. Standar biaya umum belanja makan dan min um; 
d. Standar biaya umum belanja Non PNS 
e. Standar biaya umum biaya administrasi belanja modal; 
f. Standar biaya umum belanja pelaksanaan pendidikan dan latihan 

daerah; 
g. Standar biaya umum belanja sewa; dan 
h. Standar biaya umum belanja bantuan Transportasi dan Akomodasi 

(uang saku) Peserta Kegiatan Rapat, Seminar, Lokakarya, Sosialisasi, 
Workshop, Bimtek dan Kegiatan sejenis lainnya. 
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(2) Standar biaya umum belanja honorarium PNS sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a adalah standar tertinggi satuan biaya yang 
digunakan untuk menganggarkan honorarium PNS dalam rangka 
pelaksanaan kegiatan dalam APBD. 

{3) Standar biaya umum belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b adalah standar tertinggi satuan biaya yang digunakan 
untuk menganggarkan biaya pemeliharaan gedung kantor, inventaris 
kantor dan kendaraan dinas dalam rangka pelaksanaan kegiatan dalam 
APBD. 

(4) Standar biaya umum belanja makan dan minum sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c adalah standar tertinggi satuan biaya yang 
digunakan untuk menganggarkan biaya makan dan minum harian 
pegawai, makan dan minum rapat, makan dan minum tamu serta makan 
dan minum pasien pada Rumah Sak.it Umum Daerah dalam rangka 
pelaksanaan kegiatan dalam APBD. 

(5) Standar biaya umum belanja Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf d adalah standar tertinggi satuan biaya yang digunakan untuk 
menganggarkan biaya gaji PPPK /Tenaga Kontrak, upah harian lepas, upah 
juru semprot/ paging. honorarium pihak ketiga, honorarium tenaga ahli 
fraksi DPRD dan honorarium Penasehat Hukum/Pengacara Pemerintah 
Daerah yang dibiayai dari APBD. 

(6) Standar biaya umum biaya administrasi belanja modal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) huruf e adalah standar tertinggi satuan biaya yang 
digunakan untuk menganggarkan biaya administrasi scbagai penunjang 
belanja modal dalam kegiatan pada APBD. 

(7) Standar biaya umum belanja pelaksanaan pendidikan dan latihan daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah standar tertinggi 
satuan biaya yang digunakan untuk menganggarkan biaya kegiatan dalam 
rangka melaksanakan pendidikan dan Jatihan teknis daerah. 

(8) Standar biaya umum belanja sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
huruf g adalah standar tertinggi satuan biaya yang digunakan untuk 
menganggarkan biaya sewa berupa sewa kendaraan baik kendaraan roda 
empat maupun roda enam dan sewa mesin fotokopi dalam rangka 
pelaksanaan kegiatan dalam APBD. 

(9) Standar biaya umum belanja bantuan transportasi dan akomodasi (uang 
saku) sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf h adalah standar 
tertinggi satuan biaya yang digunakan untuk menganggarkan bantuan 
biaya transportasi dan akomodasi (uang saku) bagi PNS, aparat desa dan 
masyarakat dalam rangka mengikuti kegiatan rapat, seminar, lokakarya, 
sosialisasi, workshop, bimtek, dan kegiatan sejenis lainnya yang dibiayai 
dari APBD. 
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BAB IV 

SATUAN STANDAR BIAYA UMUM 

PasalS 

(1) Satuan standar biaya umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (2) dihitung berdasarkan : 
a. Orang/bulan disingkat OB; 
b. Orang/ tahapan kegiatan disingkat OT; 
c. Orang/laporan disingkat OL. 
d. Orang/ output kegiatan disingkat OK; 
e. Orang/ paket kegiatan disingkat OP; 
f. Orang/hari disingkat OH; 
g. Orang/jabatan disingkat Jabatan; dan 
h. Orang/responden; 

(2) Satuan standar biaya umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (3) dihitung berdasarkan : 
a. Meter persegi disingkat M2; 
b. Pegawai/tahun; dan 
c. Unit/tahun. 

(3) Satuan standar biaya umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (4) dihitung berdasarkan : 
a. Orang/ porsi; dan 
b. Orang/ hari disingkat OH. 

(4) Satuan standar biaya umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (5) dihitung berdasarkan : 
a. Oang/bulan disingkat OB; 
b. Orang/kegiatan disingkat OK; 
c. Orang/rumah; dan 
d. Orang/ hari disingkat OH. 

(5) Sauan standar biaya umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (6) dihitung berdasarkan kegiatan/tahun. 

(6) Satuan standar biaya umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (7) dihitung berdasarkan ; 
a. Orang/angkatan; 
b. Orang/hari disingkat OH; 
c. Orang/jam disingkat OJ; dan 
d. Orang/kegiatan disingkat OK. 

(7) Satuan standar biaya umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (8) dihitung berdasarkan : 
a. Unit/hari disingkat UH; dan 
b. Unit/bulan disingkat UB. 

(8) Satuan standar biaya umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (9) dihitung berdasarkan Orang/ kegiatan disingkat OK. 
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Pasa16 

(!) Saruan standar biaya umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (I) huruf a diberikan untuk kegiatan yang dilaksanakan secara 
rutin setiap bulan dengan output yang jelas dan paling tinggi diberikan 
sebanyak 12 (dua belas) OB. 

(2) Satuan standar biaya umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (1) huruf b diberikan khusus untuk kegiatan penyusunan produk 
hukum daerah, penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan 
Plafon Anggaran Sementara APBD, penyusunan APBD dan 
pertanggungjawaban APBD dengan tahapan dan output kegiatan yang 
jelas dan maksimal diberikan sebanyak 2 (dua) OT. 

(3) Satuan standar biaya umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (I) huruf c ctiberikan kepada tim/panitia kegiatan dalam rangka 
penyusunan laporan triwulanan paling tinggi ctiberikan sebanyak 4 (empat) 
OL dan penyusunan laporan semesteran paling tinggi diberikan sebanyak 
2 (dua) OL. 

(4) Satuan standar biaya umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (!) huruf d diberikan untuk kegiatan yang sifatnya insidentil 
dengan output kegiatan yang jelas dan paling tinggi diberikan 
sebanyak 2 (dua) OK. 

(5) Satuan standar biaya umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (I) huruf e diberikan kepada panitia penerima hasil pekerjaan atas 
paket pengadaan barang/jasa pemerintah dengan jumlah paket 
ctisesuaikan dengan paket pekerjaan. 

(6) Satuan standar biaya umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (1) huruf f diberikan khusus kepada Personil Satuan Polisi 
Pamong Praja, Petugas Pemadam Kcbakaran dan Tenaga Fungsional 
dan Non Fungsional pada RSUD dan Oinas Kesehatan Kabupaten Sanggau 
yang melaksanakan tugas diluar jam dinas (piket malam dan hari libur). 

(7) Satuan standar biaya umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (IJ huruf g diberikan kepada Tim yang ditugaskan untuk menyusun 
analisis jabatan, menyusun standar kompetensi manajerial dan 
mengevaluasi jabatan. 

(8) Satuan standar biaya umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (1) huruf h diberikan kepada petugas survey dalam rangka 
pelaksanaan kegiatan analisis. 

Pasal7 

(!) Penetapan satuan standar biaya umum berdasarkan orang/bulan (OB) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a harus memenuhi 
kriteria sebagai berikut : 
a. Kegiatan dilaksanakan secara terus-menerus selama l(satu) tahun 

anggaran; 
b. Output yang dihasilkan jelas; dan 
c. Menghasilkan output setiap bulan. 
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(2) Penetapan satuan standar biaya um um berdasarkan orang/ tahapan 
kegiatan (OT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (!) huruf b harus 
memenuhi kriteria sebagai berikut: 
a. Kegiatan dilaksanakan tidak secara terus-menerus (insidentil); 
b. Pelaksanaan kegiatan melalui tahapan pekerjaan; 
c. Setiap tahapan pekerjaan menghasilkan output yang jelas; dan 
d. Output yang dihasilkan lebih dari I (satu) output. 

(3) Penetapan satuan standar biaya umum berdasarkan orang/laporan (OL) 
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 5 ayat (!) huruf c harus memenuhi 
kriteria sebagai berikut: 
a. Kegiatan dilaksanakan secara terus-menerus selama 1 (satu) tahun 

anggaran; 
b. Output yang dihasilkan jelas; dan 
c. Menghasilkan output setiap triwulan dan/atau semester. 

(4) Penetapan satuan standar biaya umum berdasarkan orang/output 
kegiatan (OK) sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 5 ayat (!) huruf d 
diberlakukan untuk kegiatan selain kegiatan yang dimaksud pada ayat ( l) 
ayat (2) dan ayat (3). 

BABV 

BESARAN STANDAR BIAYA UMUM 

PasalS 

(!) Besaran standar biaya umum sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 4 ayat 
(1) huruf a sampai dengan huruf h tcrcantum dalam Lampiran I sampai 
dengan Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

(2) Besaran standar biaya umum sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 
merupakan batasan tertinggi dan dalam pelaksanaannya dapat 
disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. 

Pasal 9 

Khusus SKPKD yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah 
dan fungsi pengelolaan aset daerah serta fasilitasi fungsi PPKD dan 
BUD, besaran standar biaya umum belanja pegawai ditetapkan 
sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan lampiran VIII yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 10 

Untuk satuan dan standar biaya umum lainnya yang tidak clan / atau belum 
diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat diatur dengan peraturan tersendiri 
dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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BAB VI 

PEMBENTUKAN TIM/PANITIA PELAKSANA KEGIATAN 

Pasal 11 

(1) Tim/panitia pelaksana kegiatan harus ditetapkan dengan keputusan 
tentang pembenrukan tim/panitia pelaksana kegiatan. 

(2) Keputusan tentang pembentukan tim/panitia pelaksana kegiatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut : 

a. Untuk kegiatan yang bersifat lintas sektoral atau melibatkan pihak 
diluar SKPD, maka tim/panitia pelaksana kegiatan ditetapkan dengan 
keputusan bupati; dan 

b. Untuk kegiatan yang bersifat intern atau tidak melibatkan pihak diluar 
SKPD, maka tim/panitia pelaksana kegiatan ditetapkan dengan 
keputusan masing-rnasing kepala SKPD. 

(1) Pembentukan tim/panitia 
dalam Pasal 11 ayat 

Pasal 12 

pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud 
(1) harus sesuai kebutuhan dengan 

mempertimbangkan kontribusi dari masing-masing keanggotaan 
tim/ panitia yang dijabarkan dalam bentuk uraian tugas. 

(2) Uraian tugas dari masing-masing keanggotaan tim/panitia sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diuraikan serta dituangkan dalam lampiran 
keputusan tentang pembentukan tim/panitia pelaksana kegiatan 
dimaksud. 

Pasal 13 

(1) Dalam hal anggota tim/panitia pelaksana kegiatan tidak terpenuhi dari 
unsur PNS serta dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan 
kegiatan maka anggota tim/ panitia pelaksana kegiatan dapat melibatkan 
PPPK/Tenaga Kontrak. 

(2) Besaran standar biaya umum bagi PPPK/Tenaga Kontrak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi standar biaya umum anggota 
tim/panitia PNS. 

BAB VII 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal 14 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 28 
Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Sanggau 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

10 



Pasal 15 

Pcraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau. 

Ditetapkan di Sanggau 
pada tangga 17 November 2016 

BUPATI SANGGAU, 

TTD 

PAOLUSHADI 

Diundangkan di Sanggau 
pada tanggal 17 Oktober 2016 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU 

TTD 

A.L. LEYSANDRI 

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2015 NOMOR 35 

Salinan sesuai dengan aslinya ,{ 
KEPALA BAGI HUKUM DAN HAM 

MH 
/b) 

NIP. 1 19903 1 002 

II 



Pasal 15 

Pcraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau. 

Ditetapkan di Sanggau 
pada tanggal 17 November 2016 

BUPATI SANGGAU, 

TTD 

PAOLUS HAD! 

Diundangkan di Sanggau 
pada tanggal 17 Oktober 2016 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU 

TTD 

A.L. LEYSANDRI 

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2015 NOMOR 35 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGI HUKUM DAN HAM 

MH 
/b) 

NIP 9903 1 002 
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